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BAB VI   

PENUTUP        

 

6.1 Kesimpulan     

         Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan terhadap penelitian yang 

dilakukan di  Kota Kupang tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Kupang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :       

1. Kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari rasio efektivitas PAD 

dapat digolongkan yaitu pada tahun 2017 dengan nilai rasio sebesar 

110,26% dan tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 102,75% tergolong 

sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Kupang 

sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan 

pada tahun 2018 dengan nilai rasio sebesar 96,53% dan tahun 2019 sebesar 

94,73% tergolong cukup efektif. Dan pada tahun 2021 dengan nilai rasio 

sebesar 87,14% tergolong kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada tahun 

2018, 2019, dan 2021 realisasi pendapatan asli daerah lebih kecil 

dibandingkan dengan anggaran/target yang telah ditetapkan pada tahun 

tersebut.               

2. Kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari rasio kemandirian   

daerah masih rendah sekali karena rasionya hanya sebesar 24,93% (2017), 

17,90% (2018), 19,76% (2019), 18,67% (2020), dan 19,07% (2021) 

menunjukan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi 

dilihat dari pendapatan transfer yang lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan asli daerah sendiri.                         
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3. Kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari rasio derajat kontribusi 

BUMD menunjukan tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam 

mendukung pendapatan daerah sangat kurang dengan nilai rasio pada tahun 

2017 sebesar 5,85%, tahun 2018 sebesar 8,41%, tahun 2019 sebesar 7,77%, 

tahun 2020 sebesar 8,08%, dan tahun 2021 sebesar 7,75%. Rasio derajat 

kontribusi BUMD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

menunjukan bahwa perusahaan daerah tidak berperan besar dalam  

mendukung pendapatan daerah.                                                     

4. Kinerja keuangan daerah Kota Kupang ditinjau dari rasio keserasian belanja 

menunjukan pemerintah daerah Kota Kupang lebih mendominasikan 

belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.           

6.2 Saran           

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adapun saran yang disampaikan 

peneliti adalah :          

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang  

Dilihat dari kemandirian keuangan yang sangat rendah dan tingkat 

kontribusi perusahaan daerah yang sangat kurang sebaiknya Pemerintah 

Daerah Kota Kupang berupaya meningkatkan jumlah PAD dengan cara 

mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa  

meningkatkan jumlah PAD Kota Kupang, serta mencari potensi-potensi 

baru yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan PAD. Hal ini bisa 

dilakukan dengan cara seperti pengoptimalan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah, serta pendirian BUMD sektor potensial. Sedangkan untuk 
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keserasian belanja yang tidak seimbang Pemerintah Kota Kupang harus 

lebih memperhatikan belanja modal serta menekan besarnya belanja 

operasi. Dengan menekan belanja operasi dan menaikan belanja modal 

diharapkan dapat menciptakan kestabilan rasio keserasian, sehingga akan 

bermanfaat dan bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakyat.                   

Serta untuk kinerja keuangan daerah yang baik tetap dipertahankan dan 

terus ditingkatkan lagi.                                                

2. Bagi Peneliti Selanjutnya      

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama diharapkan 

untuk menggunakan data laporan keuangan yang lebih banyak lagi dan juga 

analisis kinerja dengan menggunakan teknik analisis yang lebih banyak lagi 

dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.         
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